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ABSTRACT

Analysis of Law Enforcement in Indonesian of sea Region
RizkyMawardi
02043100145
Law Enforcement, The Region

Skripsi Title
Name
NIM
Keywords

Indonesian who have a strategic region of the possible violation of the sovereignty 
of a lot of sea area of Indonesia, especially in the border of intemational sea or border of 
sea islands of Indonesia (ALKI). As is known that the region is the national territory as a 
place or room / media, where the State unity of the Republic of Indonesia implement 
sovereignty, sovereign rights and jurisdiction. Many cases criminal in law, so I need to be 
inspected sea law enforcement in Indonesia and what the problems.

With the approach of juridical normative and also boosted the juridical empirical 
approach, namely by doing field research, the author conducted research in the field, how 
law enforcement in the area of Indonesian waters.

Law enforcement influenced by several factors, including: legal, law enforcement, 
facilities or facilities, people, culture. Enforcement of sovereignty on the sea can not be 
implemented without understanding the limits of territorial and the regulations and laws 
that underlie the enforcement of sovereignty, which is in fact a whole and aims to order 
and security.

In intemational law in the area of the law stipulated in the Convention of the 
United Nations Law of the Sea in 1982, while Indonesia's national law in Indonesia is set 
in article 24 of Law No.6 of 1996 on the enforcement of law and in Indonesia is set in

No.Law
Concemiog sovereignity enforcement officials have been explicitly stipulated in 

Law no. ,3 of 2002 on defence of State, then that needs to be coordinated only on the 
implementation of law enforcement. Conducted by law enforcement institutions, 
including the TNI-AL, the Police of the Republic of Indonesia, the Ministry of 
Transportation, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance, and judiciary 
departments, according to the authority of each agency and based on the provisions of 
national legislation and intemational. To avoid the occurrence of overlapping in the law 
enforcement so Indonesia made a Sea Security Coordinating Agency (BAKORMALA). 
Bakormala work control a policies and implementation of security operations in an 
integrated sea.

5 1983.statute m



ABSTRAK

Analisis Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia
Rizky Mawardi
02043100145
Penegakan Hukum, Wilayah Perairan

Judul Skripsi
Nama
NIM
Kata Kunci

Indonesia yang mempunyai wilayah perairan yang strategis memungkinkan 
banyak terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah laut Indonesia, terutama pada alur-alur 
laut perlintasan internasional atau alur-alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). 
Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perairan adalah merupakan wilayah nasional 
sebagai wadah atau ruang/media, tempat negara kesatuan Republik Indonesia 
melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya. Banyak kasus-kasus 
pelangaran hukum di perairan,sehingga perlu diteliti bagaimana penegakan hukum di 
perariran Indonesia dan apa perm asal ahan-perm asal ah annya.

Melalui pendekatan bersifat yuridis normatif dan di dukung juga dengan 
pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, penulis 
melakukan penelitian di lapangan bagaimana penegakan hukum di wilayah perairan 
Indonesia.

Penegakan hukum dipengarui oleh beberapa faktor-faktor, yaitu :hukum, aparat 
penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan. Penegakan kedaulatan di 
laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas-batas wilayah atau wilayah 
territorial serta peraturan-peratauran dan perundang-undangan yang mendasari penegakan 
kedaulatan tersebut, yang secara keseluruhan pada hakikatnya bersifat dan bertujuan 
untuk ketertiban dan keamanan (security).

Di dalam hukum Internasional hukum di wilayah perairan diatur dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 Sedangkan di dalam hukum 
nasional Indonesia Indonesia diatur dalam pasal 24 Undang-undang no.6 tahun 1996 
tentang perairan dan penegakan Hukum di perairan Indonesia diatur dalam undang- 
undang no.5 tahun 1983.

Mengenai aparat penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas dalam Undang- 
undang no. 3 tahun 2002 tentang pertahan Negara, maka yang perlu dikoordinasikan 
hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum dilaksanakan oleh 
instansi terkait, antara lain TNI-AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen 
Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan departemen 
kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan nasional maupun Internasional. Agar tidak teijadinya 
tumpang tindih dalam penegakan hukum di perairan maka didirikanlah Badan Koordinasi 
Keamanan Laut (BAKORMALA).Bakormala berfungsi menkoordinasikan penyusunan 
kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi kemanan laut secara terpadu.



BABI

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Kenyataan bahwa Indonesia adalah suatu kumpulan pulau-pulau besar dan 

kecil yang berserakan dari ujung utara dan selatan tidak dapat disangkal oleh 

Namun untuk sampai pada konsepsi kenusantaraan yang berlaku pada 

masa sekarang ini, memerlukan perjuangan. Sebelum deklarasi Djuanda tanggal 13 

Desember 1957 diumumkan. Indonesia masih menganut ketentuan tiga mil laut untuk

Territoriale Zee en Maritimeme Kringen

isiapapun .

laut wilayah yang diatur dalam 

Ordonnantie” (Staatsblad thun 1939 Nomor 442).. Ketentuan tiga mil laut itu 

didsarkan pada teori tembakan meriam yang diintrodusir oleh salah seorang ahli 

hukum Belanda Comelis Van Bynkershoek2 dalam bukunya yang terkenal De

Dominio Maris Dissertatio, 1702

Ketentuan luas wilayah 3 mil laut itu, jika dilihat dari konsep negara

kepulauan, khususnya dari segi keamanan akan merugikan Indonesia kerena terdapat

celah-celah laut bebas diantara pulau-pulau di wilayah negara Indonesia.

Menyadari akan hal diatas, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah

Republik Indonesia mengeluarkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama

Deklarasi Djuanda tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa seluruh kepulauan

1 Sumitro S Danurejo, Hukum Internasional Laut Indonesia, Jakarta iBhratara, 1971, hlm 9
2 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung :Bina Cipta, 1978, hlm 20-28

1
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dengan perairan yang mengelilingi dan berada diantara pulau-pulau Indonesia 

udara diatasnya merupakan kesatuan wilayah (Nusantara) yang tidak dapt dipisah- 

pisahkan, kemudian penentuan mengenai batas laut wilayah adalah 12 mil diukur dari 

menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara

serta

gans yang

Indonesia.3

Deklarasi Djuanda di atas menimbulkan beberapa protes dari beberapa negara 

yang menyatakan tidak mengakui klaim Indonesia atas perairan di sekitar dan di 

antara pulau-pulaunya. Di antara negara-negara yang menyatakan tidak setuju antara 

lain Amerika Serikat, Australia, Inggris, Nederland, dan New Zealand, sedangkan 

yang menyatakan mendukung hanya negara USSR dan Republik Rakyat Cina.4 Untuk 

itu pemerintah Indonesia mengambil kebijaksanaan untuk menangguhkan ketentuan 

wilayah perairan menurut konsepsi nusantara. Faktor lain dari penangguhan di atas 

karena pada tahun 1958 akan diadakan Konferensi PBB tentang hukum laut di 

Geneva. Dirasakan baik untuk melihat lebih dulu reaksi masyarakat Internasional di 

forum tersebut5.

Setelah mengalami penundaan atau rpasa tunggu lebih dari 2 tahun,maka pada 

tanggal 18 Februari 1960, dasar-dasar dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan dalam

suatu Undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah

pengganti undang-undang yaitu undang-undang nomor 4 peraturan pemerintah

pengganti undang-undang tahun 1960 tentang perairan Indonesia.Undang-undang

3 M.Dimyati Hartono, Hukum Laut Internasional, Bandung ; Bina Cipta,, 1977, hlm 40
4 Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Bandung,Bina Cipta, 1978, hlm 29 
3 ibid
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no.4/PrP/1060 sekarang diganti dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang

perairan Indonesia.

Dalam rangka mengakomodir ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

konvensi hukum Laut 1982, maka lahirlah undang-undang nomor 17 tahun 1985

tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum laut.

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hukum laut 1982, maka secara yuridis telah 

menambah luas laut yang berada dalam yurisdiksi nasional Indonesia yang 

sebelumnya memiliki luas seluas sekitar 1,9 juta km2 Saat ini Hukum Laut 

Internasional mengakui total luas wilayah Indonesia dengan 18.108 pulau adalah 8,1 

juta km2, lebih dari empat kali lipat luas Indonesia sebelumnya.6

Penambahan luas ini didapat dari luasan laut yang dihitung dalam lingkar 

pulau-pulau terluar yang dihubungkan dengan garis batas 12 mil laut, hasil dari 

diplomasi Internasional saat Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri luar negeri. 

Dalam lingkaran ini, Indonesia mendapatkan penambahan luas wilayah laut yang 

signifikan. Bahkan jika Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari 

pulau-pulau terluar wilayah Indonesia dihitung, secara ekonomi rentang kendali luas 

daratan dibanding laut bisa mencapai 12% (daratan) terhadap 88% (laut).7Hal ini 

tentunya merupakan suatu tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepuluan untuk 

mengamankannya, karena dengan pertambahan jarak 200 mil pada ZEE maka luas 

perairan Indonesia diperkirakan menjadi 5,9 juta km persegi yang terdiri dari 2,8 juta

Yanuar Nugroho,http://aiidentis.wordpress.com/2003/08/22/paradigma-negara-kesatuan/, diakses 
pada tanggal 01 september 2008 pukul 09.00 
’ ibid

http://aiidentis.wordpress.com/2003/08/22/paradigma-negara-kesatuan/
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km persegi luas perairan kepulauan, 0,4 juta km persegi perairan laut territorial, dan 

2,7 juta km persegi perairan ZEE Disamping itu luas daratan Indonesia kurang lebih 

2.027.087 Km persegi, terdiri dari 17.508 pulau dengan perincian 5.707 pulau 

mempunyai nama, dan 11.801 tidak mempunyai nama, dan memiliki garis pantai 

sepanjang 80.791 km atau sekitar 14% sepanjang garis pantai dunia.

Dengan adanya perluasan kegiatan wilayah yurisdiksi nasional itu maka beban 

tanggung jawab negara besar dalam mengelola dan mengamankannya.Kegiatan 

pengamanan di wilayah perairan Indonesia, berkaitan erat dengan aspek penegakan 

hukum di wilayah tersebut. Penegakan hukum ini menjadi lebih berat apabila 

dihubungkan fasilitas penegakan hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di 

laut seperti TNI Angkatan laut.

Sebagai perairan yang strategis memungkinkan banyak teijadinya pelanggaran 

kedaulatan wilayah laut Indonesia, terutama pada alur-alur laut perlintasan 

internasional atau alur-alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).9 Sebagaimana diketahui 

bahwa wilayah perairan adalah merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau 

ruang/media, tempat negara kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, 

hak berdaulat dan yurisdiksinya. Banyak kasus-kasus pelangaran hukum di perairan, 

seperti pencurian ikan oleh orang asing menunjukkan kerugian sekitar 1/2 (setengah) 

milyar dollar sampai 4 (empat) milyar dollar per tahun, maraknya kasus pembajakan

8

9 Kabar JKPP (Jaringan Keraja Partisipatif), Laut Pasca Krisis, edisi maret 2000, hlm 10 
Kolonel CTP Umar Tarmansyah, Puslitbang Indhan Balitbang DephanStrategi penguatan penegakan 

kedaulatan wilayah negara di laut dalam rangka menghadapi kejahatan dan pelanggaran wilayah 
perairan nusantara,http://buletinlibang.dephan.go.id, diakses hari kamis,tanggal 21 Agustus 2008 jam 
21.00

http://buletinlibang.dephan.go.id
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5

laut khususnya di Selat Malaka dan alur lintas kepulauan Indonesia (ALKJ), 

terorisme di laut, illegal fishing, illegal Crossing, dan diperparah dengan klaim dan 

pendudukan wilayah seperti klaim Malaysia atas blok ambalat dan kehilangannya P. 

Sipadan dan P. Ligitan yang sekarang menjadi milik Malaysia setelah diputuskan 

Mahkamah Internasional bahwa Malaysia lebih berhak atas dua pulau tersebut10.

Berdasarkan pada hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memilih

judul yaitu, ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN

Lenulis sangat menarik untuk dibahas dan juga ditelaah.INDONESIA, yang menurut

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang muncul di dalam penulisan 

mengenai analisis penegakan hukum di wilayah perairan dalarn rangka kedaulatan
<

-Onegara di laut, antara lain: 'b

1. Bagaimanakahjpenegakan hukunrdi wilayah laut Indonesia?

2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang didapati dalam rangka upaya

penegakan hukum di wilayah laut Indonesia ?

~ M J‘{'L -'S f ^
-r/Mo "un

DjW
-s\ I ^

’L- t2Ai<o
-

— uu f V
— O0 V>

1bf
Ky ^ V'U.

-r'/tf
1 'v

10 ibid S/*> 3
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah agar dapat 

memberikan jawaban atas permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk menemukan jawaban atas permaslahan diatas sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas terhadap beberapa aspek yang timbul atau 

diperkirakan akan timbul terhadap kegiatan upaya penegakan hukum di perairan 

Indonesia ditinjau secara Internasional dan Nasional

2. Untuk memperkaya bahan-bahan bacaan mengenai Hukum Laut dan masalah

penegakan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

2. Manfaat Penelitian

2.1 Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya 

mengenai “penegakan hukum di wilayah perairan dalam rangka kedaulatan Negara di 

laut”, dan juga diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari

2.2 Secara Praktis

Diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan pemikiran yang 

dapat digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa 

Progrram Kekhusussan Hukum Internasional pada khususnya untuk dijadikan sebagai 

salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.
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D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat 

yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasikan upaya dalam penegakan hukum di 

perairan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori- 

teori dan konsep yang relevan. Selain itu, di dukung juga dengan pendekatan yuridis 

empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan.

2. Jenis data dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang bersumber

dari:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan

melakukan wawancara dengan narasumber dan responden yang dianggap

mengetahui dan paham mengenai upaya penegakan hukum di perairan

b. Data sekunder yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat berupa konvensi

hukum laut internasional, undang-undang no.6 tahun 1996 tentang

perairan

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dokumen pribadi atau 

pendapat dari kalangan pakar hukum dan sumber-sumber bahan
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hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan upaya

penegakan hukum di perairan

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan- 

bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus huku, kamus

bahasa Indonesia, koran, majalah, dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan data

Data yang diambil dari penelusuran kepustakaan melalui serangkaian kegiatan

membaca, mencatat, mengutip, dan mnganalisis peraturan yang berhubungan dengan

permasalahan yang di teliti. Kemudian data tersebut akan dianalisis serta

disistematiskan. Sebagai pelengkap data pustaka, dilakukan penelitian lapangan

dengan cara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang akan

dikembangkan dengan tujuan memperoleh data atau keterangan yang jelas dan akurat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, 

laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan

b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara tanya 

jawab para pihak yang terkait dengan permasalaan yang diteliti
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4. Lokasi Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di lanal

palembang

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul kemudian disampaikan dalam bentuk

uraian, kemudian dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif,

maksudnya data yang diperoleh kemudian disusun secar sistermatis untuk selanjutnya 

dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.
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